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ABSTRAK 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan.Namun dalam kenyataannya 

perkawinan beda agama menjadi polemik yang menimbulkan multi tafsir sehingga 

menjadi celah untuk melakukan penyelundupan hukum. Tujuan penulisan ini untuk 

menjelaskan kedudukan sema dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, untuk 

menjelaskan status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda 

agama, untuk menjelaskan implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 

Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tergolong 

sebagai Undang- Undang walaupun kebijakan SEMA ini tidak langsung mengikat 

secara hukum, status hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan beda 

agama adalah sah hanya saja tidak ada kesesuaian antara agama dan KTP dengan 

kenyataan yang bersangkutan telah beralih agama saat perkawinan, implikasi hukum 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan 

perkawinan beda agama akan berdampak pada hak anak, hak waris serta harta bersama 

suami istri dan keabsahan dari pencatatan perkawinan tersebut. Diharapkan kepada 

pemerintah untuk serius menyelesaikan polemik perkawinan beda agama yang sudah 

lama terjadi dengan adanya pembaharuan terhadap pasal dalam undang-undang yang 

menimbulkan multi tafsir  

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Implikasi Hukum 

ABSTRACT 

Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states 

that a marriage can be said to be valid when carried out based on the provisions of each 

religion and belief. However, in reality, interfaith marriages have become a polemic that 

gives rise to multiple interpretations, thus becoming a loophole for legal smuggling. The 

purpose of this writing is to explain the sema in the marriage law system in Indonesia, to 

explain the legal status for parties who have entered into interfaith marriages, to explain 

the legal implications of the Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 regarding 

applications for registration of interfaith marriages. This study uses a normative legal 
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method. Based on the results of the study, it is known that SEMA No. 2 of 2023 in the 

marriage law system in Indonesia is classified as a Law, although this SEMA policy is 

not directly legally binding, the legal status for parties who enter into interfaith marriages 

is valid, only there is no match between religion and KTP with the fact that the person 

concerned has changed religion during the marriage, the legal implications of the 

Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 regarding the application for registration 

of interfaith marriages will have an impact on the rights of children, inheritance rights 

and joint property of husband and wife and the validity of the registration of the marriage. 

It is hoped that the government will seriously resolve the polemic of interfaith marriages 

that has long occurred by updating the articles in the law that give rise to multiple 

interpretations. 

Keywords : Marriage, Difference Religion, Implication of Law 

1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia baik beragam suku budaya 

maupun agama ini yang menimbulkan fenomena perkawinan beda agama yang saat 

ini makin berkembang di masyarakat. Di dаlаm rеаlitаs sebuah hukum, yang 

terdapat pada аgаmа di Indоnеsiа tidаk mеmbеnаrkаn adanya pеrkаwinаn bеdа 

аgаmа yаng kеmudiаn jugа diatur оlеh Undang- Undang Nоmor 1 Tahun 1974 

tеntаng pеrkаwinаn Sеtiаp аgаmа mеmiliki syаrаt dаn kеtеntuаnyа mаsing-mаsing, 

yаitu : sеоrаng wаnitа dаn sеоrаng priа yаng ingin mеlаngsungkаn sebuah 

pеrkаwinаn bаiknyа mеmiliki аgаmа dаn kеpеrсаyааn yаng sаmа, аgаr tujuаn dаri 

sеbuаh pеrkаwinаn yаng tеrdаpаt di dаlаmnyа Pаsаl 1 Undang-Undang Nоmor 1 

tаhun 1974 tеntаng pеrkаwinаn itu dаpаt tеrсаpаi. Walaupun tentang perkawinan 

ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak 

berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan 

dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang 

Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan 
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seorang perempuan yang berbeda agama.1 Perkawinan beda agama terjadi sebagai 

suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab 

yang menimbulkannya terjadinya perkawinan beda agama seperti dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah 

berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima 

perbedaan dengan memahami satu sama lain. Manusia hidup memang harus saling 

menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pernyataan yang menyatakan dalam 

pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan perkawinan antara seorang 

pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Perkawinan salah satu 

sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, 

hewan, maupun pada tumbuh- tumbuhan.2 Islam menganjurkan kepada umatnya 

untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi.  

Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah para nabi, 

petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti 

petunjuknya.3 Perkawinan bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit 

manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan 

yang sangat rumit apabila pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda. Hal 

tersebut akan menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka 

pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang.4 Perkawinan beda agama di Indonesia 

memang masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, karena beberapa 

pengadilan di Indonesia sudah mulai mengizinkan pernikahan beda agama, bahkan 

beberapa diantaranya PN Surabaya untuk pertama kalinya mengesahkan 

 
1 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung, 1986, 

hlm. 11 
2 H.S.A Al- Hamdani, Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, Penerjemah Agus Salim, Pustaka 

Amani, Jakarta, 2002, hlm.1 
3 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Penerjemah 

Tirmidzi, dkk, Pustaka Al Kautsar, 2013, hlm 402 
4 Moh. Mujibur Rohman, Moh. Zarkasi, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam”, al-

syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 3, 1 (Juni, 2021), hlm 60 
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perkawinan beda agama oleh Hakim Tunggal yaitu Imam Supriyadi dengan 

pertimbangan merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah 

menegaskan, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 

hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan 

pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dan Pengesahan oleh PN 

yang lain yaitu, PN Tangerang, PN Yogyakarta, PN Jaksel, PN Jakpus. Salah satu 

dari beberapa alasan PN yang mengesahkan perkawinan tersebut adalah karena 

merujuk pada Undang-Undang Adminduk hingga alasan sosiologis. 

Dengan adanya perizinan tersebut Mahkamah Agung RI akhirnya melarang 

seluruh hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan atau 

perizinan perkawinan beda agama yang tertuang dalam Surat 

Edaran Mahmkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi 

Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat 

Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penerbirtan itu bertujuan untuk 

memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili 

permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan 

kepercayaan yang merujuk pada ketentuan Undang- Undang, dan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Pasal 2 Ayat (1) : “Perkawinan 

beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan.” 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kedudukan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia? Apa 

status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama? Dan, 

Apa implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 terhadap 

permohonan pencatatan perkawinan beda agama? 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data dalam penelitian 

skripsi ini diperoleh melalui penelitian doktorinal (doktorinal research) yaitu suatu 

peneliatian yang menganalisi hukum baik yang tertullis di dalam buku maupun hukum 
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yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Data dalam penelitian studi 

kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan 

dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang- undangan.5 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia 

 

Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng (SE$MA) me$ru$pakan be$ntu$k e$daran pimpinan 

Mahkamah Agu$ng ke$ se$lu$ru$h jajaran pe$radilan yang be$risi bimbingan dalam 

pe$nye$le$nggaraan pe$radilan, yang le$bih be$rsifat administrasi. Be$lakangan ini te$rbit 

Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng (SE$MA) No. 2 Tahu$n 2023 te$ntang Pe$tu$nju$k Bagi 

Hakim Dalam Me$ngadili Pe$rkara Pe$rmohonan Pe$ncatatan Pe$rkawinan Antar-U$mat 

yang Be$rbe$da Agama dan Ke$pe$rcayaan. SE$MA ini me$nu$ai re$aksi pro dan kontra 

dite$ngah hiru$k piku$k proble$m pe$rkawinan be$da agama di Indone$sia. Pada pokoknya 

dalam SE$MA te$rse$bu$t Mahkamah Agu$ng me$me$rintahkan ke$pada se$lu$ru$h 

Pe$ngadilan dibawah jajarannya u$ntu$k me$nolak se$tiap pe$rmohonan izin pe$rkawinan 

be$da agama. 

Se$tiap prakte$k pe$rkawinan yang te$rjadi di Indone$sia, ke$te$ntu$annya tu$ndu$k pada 

U$ndang-u$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan (U$U$P) dan khu$su$snya 

yang be$ragama Islam be$rlaku$ ke$te$ntu$an dalam Kompilasi Hu$ku$m Islam (KHI). 

Didalam U$ndang-U$ndang Pe$rkawina tidak ada satu$ pasal pu$n yang me$mu$at te$ntang 

larangan pe$rkawinan be$da agama, hanya KHI yang me$larang te$gas pe$rkawinan be$da 

agama. Bahkan hingga se$karang be$lu$m ada satu$pu$n U$ndang-u$ndang yang 

me$mpe$rbole$hkan pe$rkawinan be$da agama di Indone$sia. 

 
 5 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77 
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SE$MA te$rgolong se$bagai pe$ratu$ran ke$bijakan (be$le$idsre$ge$l). Me$nu$ru$t Bagir 

Manan “pe$ratu$ran ke$bijakan (be$le$idsre$ge$l, pse$u$dowe$tge$ving, policy ru$le$s) adalah 

pe$ratu$ran yang dibu$at, baik ke$we$nangan mau$pu$n mate$ri mu$atannya tidak be$rdasar 

pada pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, de$le$gasi atau$ mandat me$lainkan be$rdasarkan 

we$we$nang yang timbu$l dari fre$ie$s e$rme$sse$n yang dile$katkan pada administrasi 

ne$gara u$ntu$k me$wu$ju$dkan su$atu$ tu$ju$an te$rte$ntu$ yang dibe$narkan hu$ku$m. Misalnya 

su$rat e$daran, ju$klak, ju$knis”.6 U$ndang-u$ndang, kare$na SE$MA dibe$ntu$k ole$h 

Mahkamah Agu$ng se$bagai Le$mbaga yu$dikatif dan tidak me$lalu$i Le$mbaga le$gislatif 

yang be$rwe$nang me$mbu$at U$ndang-U$ndang. 

SE$MA Nomor 2 tahu$n 2023 yang te$rbit pada tanggal 17 Ju$li 2023, me$mu$at 

du$a poin u$tama yaitu$ : 

1. Pe$rkawinan yang sah adalah pe$rkawinan yang dilaku$kan me$nu$ru$t hu$ku$m masing-

masing agama dan ke$pe$rcayaannya itu$, se$su$ai de$ngan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 

8 hu$ru$f f U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 

197 4 te$ntang Pe$rkawinan. 

 

2. Pe$ngadilan tidak me$ngabu$lkan pe$rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan antar-u$mat 

yang be$rbe$da agama dan ke$pe$rcayaan. 

Be$rdasarkan poin u$tama SE$MA diatas, maka mu$atan mate$rinya be$rdasarkan 

pasal dalam U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan, artinya pe$rmasalahan pe$rkawinan ini 

dike$mbalikan lagi ke$pada U$ndang-U$ndnag Pe$rkawinan se$bagai atu$ran khu$su$snya 

jika be$rasaskan Le$x Spe$cialis De$rogat Le$gi Ge$ne$ralis, ke$mu$dian de$ngan 

dimasu$kkannya Pasal 2 ayat (1) U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan didalam SE$MA ini, 

 
6 Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 145 
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me$ngingatkan ke$pada se$mu$a pihak bahwa pe$rkawinan me$ru$pakan domain agama dan 

tidak sah pe$rkawinan itu$ bila me$langgar ke$te$ntu$an agama. Pihak-pihak yang me$ncoba 

me$laku$kan praktik pe$rkawinan be$da agama, pada dasarnya su$dah me$ngabaikan ajaran 

agama dalam ke$hidu$pan ru$mah tangganya dan tidak me$me$nu$hi tu$ju$an akhir dari 

pe$rkawinan, se$bagaimana tu$ju$an pe$rkawinan itu$ se$ndiri adalah me$mbe$ntu$k ke$lu$arga 

yang Bahagia dan ke$kal be$rdasarkan Ke$tu$hanan Yang Maha E$sa. 

Walau$pu$n mu$atan SE$MA Nomor 2 tahu$n 2023 me$ngandu$ng mu$atan mate$ri 

U$ndang-u$ndang, tapi SE$MA se$ndiri be$rke$du$du$kan di bawah u$ndang- u$ndang, bu$kan 

se$tara atau$ le$bih tinggi dari u$ndang-u$ndang. SE$MA hanya me$ngikat ke$ dalam 

lingku$ngan pe$radilan saja. Se$dangkan u$ndang-u$ndang adalah atu$ran hu$ku$m te$rtinggi 

di bawah U$U$D 1945 se$rta be$rke$ku$atan me$ngikat te$rhadap se$lu$ru$h warga ne$gara 

Indone$sia. Maka posisi SE$MA de$ngan U$U$ Admindu$k yang dipe$rsoalkan adalah 

be$rada dibawahnya, se$hingga tidak dapat me$ncabu$t atau$ me$nghapu$s pasal-pasal 

didalam U$U$ Admindu$k, hanya dapat me$ncabu$t produ$k hu$ku$m yang dike$lu$arkan 

ole$h Mahkamah Agu$ng, maka de$ngan te$rbitnya SE$MA yang te$rbaru$ otomatis 

me$ncabu$t Pu$tu$san Mahkamah Agu$ng Nomor 1400 K/Pdt/1986.  

 Ke$ku$atan hu$ku$m yang me$ngikat pada SE$MA me$nu$ru$t Bagir Manan “tidak 

langsu$ng me$ngikat se$cara hu$ku$m, te$tapi me$ngandu$ng re$le$vansi hu$ku$m. Pe$ratu$ran 

ke$bijakan ditu$ju$kan ke$pada administrasi ne$gara se$ndiri, se$hingga yang pe$rtama-tama 

me$laksanakan ke$te$ntu$an te$rse$bu$t adalah badan atau$ pe$jabat  administrasi ne$gara. 

Se$hingga,  pe$ratu$ran ke$bijakan tidak dapat me$nge$nai masyarakat se$cara 

u$mu$m”17. Jadi ke$ku$atan me$ngikat dari SE$MA tidak be$rlaku$ se$cara u$mu$m, te$tapi 

se$cara inte$rnal ke$le$mbagaan.7 

 
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 181 
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SE$MA No.2 tahu$n 2023 pada dasarnya ditu$ju$kan ke$pada Badan Pe$radilan 

dibawah Mahkamah Agu$ng, dimana se$lama ini te$rjadi Pe$ngadilan ke$rap 

me$mpe$rmasalahkan pe$rkawinan be$da agama yang tidak diatu$r se$cara te$gas atau$ 

adanya ke$kosongan hu$ku$m dalam U$U$P, de$ngan be$rlandaskan pada U$U$ Admindu$k 

me$njadi dasar hu$ku$m dalam pe$ne$tapan izin pe$rkawinan be$da agama, maka de$ngan 

te$rbitnya SE$MA No.2 tahu$n 2023 ini se$bagai pe$mbatas bagi Hakim-hakim dalam 

se$tiap pe$radilan dalam me$nangani pe$rkara pe$rkawinan be$da agama, walau$pu$n SE$MA 

ini tidak otomatis me$nghapu$s pasal dalam U$U$ Admindu$k, te$tapi para Hakim te$rse$bu$t 

te$rikat de$ngan SE$MA ini se$bagai pe$jabat administrasi ne$gara yang patu$h dan 

be$rhu$bu$ngan langsu$ng te$rhadap ke$bijakan Mahkamah Agu$ng. 

Mahkamah Agu$ng se$bagai pe$nye$le$nggara pe$radilan te$rtinggi di Indone$sia 

dalam me$njalankan tu$gasnya me$miliki be$be$rapa fu$ngsi yaitu$ fu$ngsi pe$radilan, fu$ngsi 

pe$ngawasan, fu$ngsi me$ngatu$r, fu$ngsi administratif dan fu$ngsi lain-lain. Bahwa 

de$ngan fu$ngsi yang ada te$rse$bu$t, u$ntu$k me$ngatasi adanya ke$kosongan hu$ku$m yang 

se$ring dipe$rsoalkan ole$h Hakim tadi se$rta u$ntu$k me$ngatasi pe$rsoalan-pe$rsoalan yang 

be$rkaitan de$ngan praktik be$racara di pe$ngadilan8 

3.2 Status Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan Perkawinan Beda 

Agama 

 

Indone$sia adalah Ne$gara Plu$ral yang te$rbangu$ng dari ke$ragaman su$ku$, 

bu$daya, ras, dan agama. Salah satu$ sisi plu$ralisme$ bangsa Indone$sia yang paling 

me$ndasar adalah adanya ke$maje$mu$kan agama yang dianu$t ole$h pe$ndu$du$knya. 

Agama mau$pu$n aliran ke$pe$rcayaan yang hidu$p dan be$rke$mbang di Indone$sia 

 
8 Mohammad Kamil Ardiansyah, Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi 

Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14 (2), 2020, hlm. 

361-384 
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tidaklah tu$nggal namu$n be$ragam. Pe$me$rintah Indone$sia te$lah me$ngaku$i e$nam 

agama, yaitu$ Islam, Kriste$n, Katolik, Hindu$, Bu$ddha, dan Konghu$cu$. Se$lain itu$ 

diaku$i pu$la aliran ke$pe$rcayaan atau$ animism yang masih hidu$p dan be$rke$mbang di 

masyarakat. Jaminan e$ksiste$nsi agama dan ke$pe$rcayaan te$lah diatu$r Ne$gara dalam 

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) U$ndang-U$ndang Dasar 1945 yang me$nyatakan bahwa : 

 

1. Ne$gara be$rdasarkan atas ke$tu$hanan yang Maha E$sa. 
 

2. Ne$gara me$njamin ke$me$rde$kaan tiap-tiap pe$ndu$du$k u$ntu$k me$me$lu$k 

agamanya masing-masing dan u$ntu$k be$ribadat me$nu$ru$t agamanya dan 

ke$pe$rcayaannya itu$. 

Hu$ku$m psitif di Indone$sia te$lah me$mbe$rikan payu$ng hu$ku$m me$nge$nai 

pe$rkawinan yang te$rwu$ju$d dalam e$ksiste$nsi U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 

te$ntang Pe$rkawinan jo Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 9 Tahu$n 1975. Pasal 2 Ayat (1) 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan te$lah je$las me$ngatu$r 

bahwa: “Pe$rkawinan adalah sah, apabila dilaku$kan me$nu$ru$t hu$ku$m masing-masing 

agamanya dan ke$pe$rcayaannya itu$.” 

Landasan yu$ridis pe$rkawinan di Indone$sia te$rtu$ang dalam U$ndang- U$ndang 

Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan dan Instru$ksi Pre$side$n Nomor 1 Tahu$n 

1991 te$ntang Pe$nye$barlu$asan Kompilasi Hu$ku$m Islam. Namu$n U$ndang-U$ndang 

Nomor 1 Tahu$n 1974 te$rse$bu$t be$lu$m me$ngatu$r se$cara je$las dan konkrit me$nge$nai 

pe$rkawinan be$da agama, dalam artian tidak ada frasa yang e$ksplisit me$ngatu$r, 

me$nge$sahkan, mau$pu$n me$larang pe$rkawinan be$da agama. Pasca dike$lu$arkannya 

Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng (SE$MA) Nomor 2 Tahu$n 2023 te$ntang Pe$tu$nju$k 

Bagi Hakim Dalam Me$ngadii Pe$rkara Pe$rmohonan Pe$ncatatan Pe$rkawinan Antar 

U$mat Yang Be$rbe$da Agama dan Ke$pe$rcayaan. 
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Te$rbitnya SE$MA Nomor 2 Tahu$n 2023 ini me$mu$ncu$lkan pe$rtanyaan kru$sial, 

bagaimana statu$s para pihak dan anak yang lahir dari pe$rkawinan be$da agama dan 

pe$rkawinannya yang te$lah dicatatkan pada instansi pe$me$rintah Dinas Ke$pe$ndu$du$kan 

dan Pe$ncatatan Sipil (Disdu$kcapil). Dari se$gi sah atau$ tidaknya pe$rnikahan be$da 

agama te$rse$bu$t te$rle$tak pada masing-masing agama. Pe$rkawinan be$da agama 

se$su$nggu$hnya te$lah dilaku$kan me$nu$ru$t hu$ku$m agama masing-masing dan 

ke$pe$rcayaannya. Pe$rkawinan be$da agama ini te$rlihat de$ngan adanya Su$rat 

Ke$te$rangan Pe$rkawinan pe$mu$ka agama, bahwa te$lah te$rjadi pe$rkawinan se$pasang 

su$ami-istri me$nu$ru$t hu$ku$m agama dan ke$pe$rcayaannya. 

Su$rat Ke$te$rangan Pe$rkawinan pe$mu$ka agama ini pu$n ju$ga dijadikan syarat 

formal laporan pe$rkawinan di Disdu$kcapil (Pasal 37 Ayat (1). a Pe$ratu$ran Pre$side$n 

Nomor 98 Tahu$n 2018 te$ntang Cara dan Pe$ndaftaran Pe$ndu$du$k dan Pe$ncatatan Sipil) 

ju$ga dijadikan syarat saat me$ngaju$kan pe$rmohonan sidang kawin be$da agama di 

pe$ngadilan. 

Dalam se$jarahnya, nikah be$da agama dapat dicatatkan be$rdasarkan 

Yu$rispru$de$nsi Mahkamah Agu$ng yaitu$ Pu$tu$san MA No. 1400K/PDT/1986 yang 

me$ne$rangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu$ dipe$rke$nankan u$ntu$k 

me$langsu$ngkan pe$rkawinan be$da agama. 

Dalam pu$tu$sannya, Mahkamah Agu$ng me$nyatakan bahwa de$ngan pe$ngaju$an 

pe$ncatatan pe$rnikahan di Kantor Catatan Sipil te$lah me$milih u$ntu$k pe$rkawinannya 

tidak dilangsu$ngkan me$nu$ru$t agama islam. De$ngan de$mikian, pe$mohon su$dah tidak 

lagi me$nghirau$kan statu$s agamanya (islam), maka Kantor Catatan Sipil haru$s 

me$langsu$ngkan dan me$ncatatkan pe$rkawinan te$rse$bu$t se$bagai dampak pe$rnikahan 

be$da agama yang dilangsu$ngkan. 
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De$ngan de$mikian, SE$MA Nomor 2 Tahu$n 2023 yang me$mbe$ri pe$doman 

su$paya pe$rkawinan dilaku$kan me$nu$ru$t hu$ku$m masing-masing agama dan 

ke$pe$rcayaan tidak be$rte$ntangan de$ngan mode$rasi be$ragama kare$na hal itu$ su$dah 

me$njadi ke$te$ntu$an U$ndang-u$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan dan 

hu$ku$m se$mu$a agama. 

Apabila ada pe$rkawinan be$da agama, maka salah satu$ pihak haru$s 

me$nu$ndu$kkan diri pada agama pasangannya. Mahkamah Agu$ng te$lah me$mbe$rikan 

pe$nje$lasan, pe$rkawinan be$da agama tidak diaku$i ole$h ne$gara dan tidak dapat 

dicatatkan. Apabila pe$rkawinan te$rse$bu$t dilaksanakan be$rdasarkan agama salah satu$ 

pasangan dan pasangan yang lain me$nu$ndu$kkan diri ke$pada agama pasangannya, maka 

pe$rkawinan te$rse$bu$t dapat dicatatkan (Su$rat Mahkamah Agu$ng Nomor 

231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Janu$ari 2019). 

Salah satu$ syarat kawin be$da agama adalah salah satu$ pasangan me$nu$ndu$kkan 

diri ke$pada agama pasangannya. Maksu$d me$nu$ndu$kkan diri di sini adalah be$rpindah 

agama ke$ agama pasangannya. Apabila pasangan su$ami istri te$rse$bu$t me$laporkan 

pe$rkawinannya ke$ Kantor Dinas Ke$pe$ndu$du$kan dan Pe$ncatatan Sipil (Du$kcapil), 

se$haru$snya Du$kcapil me$nyaratkan su$ami atau$ istri yang be$rsangku$tan me$ngganti 

agama dalam KTP dan administrasi ke$pe$ndu$du$kannya kare$na su$dah be$rpindah 

agama.9 

3.3 Implikasi Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 

Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama 

 

Dalam konte$ks hak atas ke$be$basan be$ragama dan/atau$ be$rke$yakinan, se$jatinya 

manu$sia be$rada di antara du$a ranah foru$m, yakni foru$m inte$rnu$m dimana se$tiap 

 
9 Rangga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, Wawancara Tanggal 26 Juli 2024 Jam 

09.00 WIB 
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individu$ me$miliki hak u$ntu$k me$yakini su$atu$ agama te$rte$ntu$ tanpa paksaan dan tidak 

dapat diadili ole$h siapapu$n, se$rta foru$m e$xte$rnu$m dimana se$tiap individu$ be$rhak 

me$nge$kspre$sikan agama dan/atau$ ke$yakinannya baik de$ngan pe$rnyataan atau$pu$n 

sikap se$cara pu$blik.  

Dalam hal ini, ne$gara be$rpe$ran pe$nting u$ntu$k me$ngatu$r ranah be$ragama dalam 

foru$m e$xte$rnu$m se$bagai langkah pre$ve$ntif me$nghindari te$rjadinya pe$langgaran hak 

antar individu$ dalam me$nge$kspre$sikan agama dan/atau$ ke$yakinannya. Salah satu$ 

bagian dari be$ntu$k ibadah se$bagai su$atu$ e$kspre$si be$ragama adalah de$ngan 

me$langsu$ngkan pe$rkawinan, se$hingga pe$rkawinan me$ru$pakan ranah foru$m 

e$xte$rnu$m yang ke$te$ntu$an pe$laksanaannya te$lah diatu$r ole$h ne$gara dalam U$ndang-

U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan (U$U$ Pe$rkawinan) se$bagai dasar 

hu$ku$m pe$rkawinan di Indone$sia dimana didalamnya te$rdapat hak dan ke$wajiban 

se$tiap warga ne$gara dalam hal pe$rkawinan. 

Ke$te$ntu$an te$rkait pe$rkawinan yang diakomodir dalam U$ndang-U$ndang 

Pe$rkawinan wajib ditaati agar pe$rkawinan antar individu$ dapat diaku$i se$cara sah ole$h 

ne$gara. Me$ru$ju$k pada Pasal 2 ayat (1) U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan, dite$gaskan 

bahwa pe$rkawinan dapat dikatakan sah ke$tika dilaksanakan be$rdasarkan ke$te$ntu$an 

masing-masing agama se$rta ke$pe$rcayaan. Te$rle$bih lagi, larangan u$ntu$k pasangan 

yang be$rhu$bu$ngan dimana ole$h agamanya atau$ atu$ran lain yang be$rlaku$ tidak 

dipe$rbole$hkan me$langsu$ngkan pe$rkawinan te$lah diatu$r dalam Pasal 8 hu$ru$f f U$U$ 

Pe$rkawinan. De$ngan de$mikian, hu$ku$m agama yang me$ngatu$r hal-ihwal ke$bole$han 

dan/atau$ larangan pe$rkawinan pe$rlu$ dipe$rhatikan be$rdasarkan agama masing-masing 

calon me$mpe$lai gu$na me$njamin ke$absahan pe$rkawinan be$rdasarkan agama masing-

masing pihak. Dimana apabila dipe$rbole$hkan dan diaku$i ke$absahannya ole$h agama 
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masing-masing pihak, maka pe$rkawinan te$rse$bu$t akan dipe$rbole$hkan dan diaku$i 

ke$absahannya ole$h ne$gara be$rdasarkan U$U$ Pe$rkawinan 

Adanya Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng Nomor 2 Tahu$n 2023 te$ntang 

Pe$tu$nju$k bagi Hakim dalam Me$ngadili Pe$rkara Pe$rmohonan Pe$ncatatan Pe$rkawinan 

Antar-U$mat Be$ragama yang Be$rbe$da Agama dan Ke$pe$rcayaan (SE$MA 2/2023) yang 

se$cara impe$ratif me$ngharu$skan pe$ngadilan agar me$nolak pe$rmohonan pe$ncatatan 

pe$rkawinan be$da agama dan ke$pe$rcayaan, me$nimbu$lkan kontrove$rsi dan pe$rde$batan 

di te$ngah masyarakat Indone$sia yang he$te$roge$n. Ke$be$ragaman agama yang dianu$t 

ole$h se$tiap individu$ me$njadi salah satu$ faktor te$rbe$sar te$rjadinya pe$rkawinan be$da 

agama di Indone$sia. 

U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan te$lah me$ngatu$r syarat pe$rkawinan yang sah se$rta 

larangan pe$rkawinan dalam Pasal 2 se$rta Pasal 8 U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan. 

Se$jatinya, be$lu$m ada ke$te$ntu$an normatif yang se$cara e$ksplisit me$ngatu$r pe$rihal 

larangan me$langsu$ngkan pe$rkawinan yang be$rbe$da agama dan/atau$ ke$yakinan. 

Namu$n, be$be$rapa hu$ku$m agama te$lah me$larang ke$be$rlangsu$ngan pe$rkawinan be$da 

agama dikare$nakan timbu$l ke$khawatiran akan implikasi hu$ku$m yang be$sar te$rhadap 

ke$lu$arga hasil pe$rkawinan antar- u$mat yang be$rbe$da agama, baik pada hak-hak 

anggota ke$lu$arga dalam lingku$p hu$ku$m ke$lu$arga, diantaranya yaitu$ hak anak, hak 

waris, se$rta harta be$rsama. 

Implikasi yang paling se$ring dipe$rde$batkan dari dilangsu$ngkannya pe$rkawinan 

be$da agama yang dapat me$nimbu$lkan be$be$rapa akibat se$cara hu$ku$m, psikologis, dan 

sosial. Se$cara yu$ridis, pe$rkawinan be$da agama me$nimbu$lkan implikasi hu$ku$m 

ke$absahan yang be$rkaitan de$ngan pe$ncatatan pe$rkawinan, statu$s hu$ku$m anak yang 

dilahirkan, te$rmasu$k pu$la di dalamnya te$ntang pe$rwalian dan ke$warisan, dan 
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ke$warisan antar-pasangan. Hal ini me$ngingat ke$te$ntu$an-ke$te$ntu$an hu$ku$m be$rbe$da 

yang dite$rapkan dalam agama islam dan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan di Indone$sia. 

Dipe$rbole$hkannya pe$rnikahan be$da agama akan me$nimbu$lkan ke$tidakse$larasan 

de$ngan ke$te$ntu$an hu$ku$m yang re$le$van de$ngan kaitannya de$ngan pe$rwalian, 

ke$warisan, dan lainnya, maka pe$rkawinan be$da agama masih re$le$van u$ntu$k diatu$r 

pe$ngatu$ran me$lalu$i atau$ de$ngan Pasal 2 dan Pasal 8 U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan. 

Se$lain itu$ pe$ngatu$ran te$rse$bu$t se$laras de$ngan prinsip-prinsip hak asasi manu$sia yang 

pe$ne$rapannya dapat digantu$ngkan pada ajaran dan ke$yakinan agama se$rta lokalitas 

su$atu$ wilayah atau$ ne$gara. 

 

4. Kesimpulan   

Ke$du$du$kan SE$MA Nomor 2 Tahu$n 2023 dalam siste$m hu$ku$m pe$rkawinan di 

Indone$sia te$rgolong se$bagai pe$ratu$ran ke$bijakan yang be$rke$du$du$kan dibawah 

U$ndang-U$ndang, tidak dapat me$nghapu$s atau$ me$ncabu$t pasal-pasal didalam 

U$ndang-U$ndang, se$lanju$tnya, Statu$s hu$ku$m bagi para pihak yang te$lah me$laku$kan 

pe$rkawinan be$da agama adalah sah hanya saja tidak ada ke$se$su$aian antara agama dan 

KTP de$ngan ke$nyataan yang be$rsangku$tan te$lah be$ralih agama saat pe$rkawinan. 

Implikasi hu$ku$m Su$rat E$daran Mahkamah Agu$ng No. 2 Tahu$n 2023 te$rhadap 

pe$rmohonan pe$ncatatan pe$rkawinan be$da agama akan be$rdampak pada hak anak, hak 

waris se$rta harta be$rsama su$ami-istri. Se$lain itu$ implikasi yang se$ring timbu$l se$cara 

yu$ridis adalah ke$absahan yang be$rkaitan de$ngan pe$ncatatan pe$rkawinan te$rmasu$k 

ju$ga didalamnya pe$rwalian.      
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